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MOTTO:

“ Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.
Maka Apabila Engkau Telah Selesai (dari suatu
urusan), Tetaplah Bekerja Keras (untuk urusan
yang lain).”

(Q.S. Al Insyirah Ayat 6-7)
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ABSTRAK

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat
dengan PT.GUTHRE PICONINA INDONESIA (GPI) olch kantor
pertanahan kota Sekayu ?

2. Faktor apasaja yang menjadi hambatan penyelesaian sengketa tanah
antara masyarakat dengan P[. GUTHRE PICCNINA INDONESIA

{GPI) oleh kantor pertanahan kcta Sekayu ?

Selaras dengan tujuan yang hendak dicapai untuk membahas
bagaimanakah upaya dan faktor hambatan peinyelesaian sergketa tanah
antara masyarakat dengan PT.GUTHRE PICONINA INDONESIA (GPI)
oleh kantor pertanahan kota Sekayu, maka penelitian ini tergolong
penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud
untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan daia  dilakukan melalui penelitian  kepustakaan
({ibrary research). dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara
mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan
bahan hukum sekunder yang relevan yaitu berupa buku-buku, hasil
penelitian dan hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang relevan ,
sedangkan data lapangan (field research) diperoleh melalui wawancara para
pihak kantor pertanahan kota sekayu.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi
(content analisys) terhadap data hasil penciitian uniuk selanjutnya
dikonstruksikan kedalam suatu kesimpulan.



Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini penulis menarik

kesimpulan sebagai berikui:

1.,

Upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan

PT.GUTHRIE PICONINA INDONESIA , (GPI) oleh kantor

pertanahan kota Sekayu, upaya yang dilakukan oleh kantor

pertanahan kota sekayu dalam menyelesaikan sengketa tanah antara

masyarakat dengan PT.GUTHRIE PICONINA INDONESIA (GPI)

adalah:

a. Melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan dilapangan
terhadap surat tuntutan dari masyarakat

b. Memanggil para pihak yang bersengketa

c. Mengadakan musyawarah antara para pihak yang bersengketa
untuk mendapatkan solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa

tersebut.

Faktor hambatan penyeleszian sengketa tanah antara masyarakat

dengan PT.GUTHRIE PICONINA INDONESIA(GPI) oleh kantor

pertanahan kota sekayu adalah:

a. Legalitas kepemilikan !lahan masyarakai yang kurang jelas

b. Keadaan tanah yang dilaporkan tidak sesuai antara yang dituntut
dengan kenyataan yang ada dilapangan (luas maupun batas-
batasnya )

¢. Tuntutan tanpa adanya bukti-bukti kepemilikan yang jelas

d. Perbedaan tuntutan dari masyarakat (ada yang minta ganti rugi
dan minta dibuatkan kebun plasma)

e. Pihak perusahaan sangat sulit uniuk mengakomedir tuntutan

masyarakat (karena biasanya mereka mcmilih menempuh jalur

hukum)

Adanya pengaich pihak ketiga yang tidak mengerti duduk

permasalahannya
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat
mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah
sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat
dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung
maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pada saat manusia
meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya.
Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang
akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal
tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam

masvarakat.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika
pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33
ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunzkan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat .Ketentuan mengepaj I}anah juga

dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indoresia Nomor 5




Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang
biasa kita sebut dengan UUPA.

Kebutuhan tanah tidak hanya dikenal pada masa sekarang
tetapi sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT. dan ditempatkan di
bumi ini. Dengan demikian, tanah merupakan sarana dan kebutuhan
yang amat penting bagi kehidupan manusia. Tanah tidak lagi sekadar
dipandang sebagai masalah agraria semata yang selama ini di
identikkan sebagai pertanian belaka, melainkan telah berkembang baik
manfaat maupun kegunaannya. Kasus-kasus menyangkut sengketa
dibidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan
mempunyai kecendrungan untuk meningkat di dalam kompleksitas
permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang

ekonomi, sosial, dan politik.

- Sengketa hukum atas tanzh tidak dapat dilepaskan kaitannya
dengan konsep Negara Kesatnan Republik Indonesia yaitu Negara
hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana

yang tersurat didalam Undang-undang Dasar Republik indonesia Tahun

1945.

Warga masyarakat ingin selalu mempertahankan hak-
hakiiya, sedangkan peineiintah juga harus menjalankan Kkepentingan

terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat.



(8]

Agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis,
diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan
masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat suatu pedoman,

kaidah ataupun patokan yang dipatuhi oleh masyarakat.

Gangguan terhadap kepentingan atau Kkonflik haruslah
dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus-menerus karena akan
mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu
berusaha agar iatanan masyarakat dalam keadaan yang seimbang,
karena keadaan yang seimbang dapat menciptakan suasana tertib,

damai, aman yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya.

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan
sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan
tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun
kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara

administrasi sesuai dengan ketentuan vang beriaku.

Menurut Urip Santoso yang dimaksud dengan hak atas tanah
adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk
mempergunakan atau mengambi! maniaat dari tanah yang dimilikinya.
Perkataan “mempergunakan™ mengandung pengertian bahwa hak atas
tanah itu dapat di pergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan.
Sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian
bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk Kkepentingan bukan




mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, perternakan,
perkebunan.'

Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas bidang
tanah, memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, ielas dan
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat
dikatakan bahwa tanah merupakan hal utama dalam kehidupan
manusia, hal ini akan memicu terjadinya perebutan tanah atau lahan

dalam memenuhi kebutuhan hidup baik individu maupun berkelompok.

Dalam pasal 19 UUPA pendaftaran tanah bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketcniuan-

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaduan-pengaduan masalah pertanaban pada dasarnya
merupakan suatu fenomena yang mempersoalkan kebenaran suatu
hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Hal ini dapat berupa produk-
produk perianaban tersebut, riwayat perolehan tanah, penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pembebasan tanah dan

sebagainya. Pendek kata, hampir semua aspek pertanahan dapat

"Urip santoso,2012. Hukum sgraria Kajian Komprehensip, jakarta: prenada media,
him.84
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mencuat menjadi sumber sengketa pertanahan, seperti halnya keliru

akan batas-batas tanah maupun keliru akan pemberian warisan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa semua

permasalahan memerlukan penyelesaian yang tuntas. Apabila

permasalahannya di bidang pertanahan karena keberadaannya, tanah
mempunyai hubungan yang sangat earat dengan hidup dan kehidupan
manusia, bermacam-macam upaya dapat ditempuh untuk
menyeiesaikan masalah pertanahan tersebut. Salah satunya adalah
upaya penyelesaian sengketa alternatif atau mediasi/perundingan.
Menurut Maria Tipologi kasus-kasus dibidang pertanahan secuara
garis besar dapat dipilah menjadi lima kelempok, yakni :
1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyvat atas tanah-tanah
perkebunan, kehuianan dan lain-iain;

2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan
3. Kasus-kasus berkenaan dengan akses-akses penyediaan tanah untuk

pembangunan
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah
5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.?

Berdasarkan uraian tersebut di atas , inaka penulis tertarik
untuk mengkaji dan melakukan penelitian atas penyelesaian sengketa
tanah di kantor pertanahan yang berjudul: UPAYA DAN FAKTOR
HAMBATAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA

MASYARAKAT DENGAN PT.GUTHRIE PICONINA

*)Maria S.W. Sumardjono.dkk. 2008. Mediasi Sengketa Tanah (Potensi
Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketu (ADR) Di Bidang Pertanahan.
Jakarta: Kompas, him.2




INDONESIA (GPI) OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA

SEKAYU

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wupaya penyelesaian sengketa tanah antara

masyarakat dengan PT. GUTHRIE PICONINA INDONLESIA

(GPI) oleh kantor pertanahan kota sekayu ?

2. Faktor apasaja yang menjadi harabatan penyelesaian senigketa
tanah antara masyarakat dengan PT.CUTHRIE FICONINA

INDONESIA(GPI) oleh kantor pertanahan koia sekayu ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga
sejalan dengan permasalahan yang dibahzs, maka yang menjadi titik
berat pembahasan dalam skripsi ini yang bersangkutan dengan upaya
dan faktor hambatan penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat

dengan pemerintah daerah oleh kantor pertanahan kota sekayu.




Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan

pengetahuanyang jelas tentang:

1. Upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan
PT. GUTHRIE PICONINA INDONESIA(GPI) oleh kantor
pertanahan kota sekayu

2. Faktor hambatan penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat

dengan PT.GUTHRIE PICONINA INDONESIA (GPI) oleh

kantor pertanahan kota sekayu

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digurakan dalam peﬁulisan skripsi ini
yaitu penelitain hukum sosiologis dan peneiitian ini bersifat deskriptit
dan tidak bermaksud untuk menguii hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melelui:

1. Penelitian kepustakaan (/ibrary research) dalam usaha mendapatkan data
sekunder dengan cara mepnyusun kerangka teoritis dan Xkonsepsionai
dangan cara menguji bahan-bahan hukum seperti :

a. bahan hukum sekunder, yaiiu bahan hukum yang didapat dari
teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada

relevansinya.




b. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari
peraturan perundang-uncangan yang relevan.

2. Penelitian lapangan (field research) dalam rangka mendapatkan data
primer secara langsung dalam rangka mendapatkan data primer dengan
cara mendatangi kantor pertanahan dan mewawancarai pihak pihak
terkait di kantor peitanahan serta melakukan penelitian baik
pengumpulan data / administratif maupun hasil penelitian fisik

dilapangan dengan cara pengolahan data
Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan
metode analisis isi ( conrent analisys ) terhadap data hasil penelitian

untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini di bagi menjadi 4 bab, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, Pada bab ini terdiri atas latar belakang,
permasalahan ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka, Pada bab ini diuvraikan sekilas
mengenai pengertian tanah dan sengketa tanah, macam-

macam hak atas tanah, bentuk hak atas tanah dan wewenang



yang dimiliki pemegang hak atas tanah , alternatif

penyelesaian sengketa.

Bab III : Pembahasan , Pada bab ini menguraikan mengenai upaya
penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan
PT.GUTHRIE PICONINA INDONESIA{GPI) oleh kanior
pertanahan kota sekayu dan faktor yang menjadi hambatan
penyelesaian sengketa tanah  antara masyarakat dengan
PT.GUTHRIE PiCONINA INDONESIA (GPI) oleh kantor

pertanahan kota sekayu.

Bab IV : PENUTUP, Pada bab penutup ini berisikan tentang

kesimpulan dan saran



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanah dan Sengketa Tanah

Negara Kasatuan Republik Indonesia telah menetapkan
kebijaksanaan yang sangai mantap terhadap penguasaan tanah. Hal ini
secara tegas dituangkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang sangat
berhubungan dengan masalah pertanahan.

Pengertian agraria dalam arti sempit hanya berwujud hak atas tanah
pertanian saja sedangkan pengertian agraria dalam arti luas yaitu mencakup
bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.’

Awal istilah TANAH yang ada pada UUPA (Undang — Undang No.5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasanya
disebut Undang-Undang Pokok a‘graria atau UUPA) sama dengan
PERMUKAAN BUMI atau sama artinya dengan tanahk yang dimaksud
dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya yaitu “tanah airku™ bukan “lahan
airku”. Dan sekarang telah berkembang berbagai istilah yang mencoba
membedakan tanah dan lahan, katanya hanya karena ingin
mengindonesiakan istilah asing antara “Land(=lahan)” dan “Soil (=tanah)”

atau ada udang dibalik rebutan kewenangan sebagaimana ianah adalah

%) Parlindungan. 1991.komentar atas 1ndang-undang pokok agraria, bandung:
mandar maju, hlm.36
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subsistem dari ruang berdasarkan apa yang didefinisikan menurut Undang-
Undang Penataan Ruang.

Pengembangan Istilah tersebut adalah hasil rekayasa /
pengembangan hukum yang sarat dengan duplikasi yang dampaknya
dirasakan hingga saat ini yaitu penggunaan dan pemanfaatan sumber
sumber agraria belum mampu mengatasi kemiskinan yang melanda
Indonesia. Pengelolaan sumber daya agraria tidak sinergis dan
kompherensif (demikian pendapat pemenang hadiah nobel ekonomi tahun

2006) sehingga pengentasan kemiskinan belum berhasil walau sudah

diupayakan sejak tahun 1976.

Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga
dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu : Timbulnya sengketa
hukuvm yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atav badan) yang
berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanab, baik terhadap status
tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat
memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.*

B. Macam-Macam Hak Atas Tauah
HAK-HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA DAN PP. NO.40/1996

1.Hak Penguasaan Atas Tanah.
2. Hak-hak Atas Tanah yang bersifat tetap (pasal 16 UUPA)

- Hak Milik

"rusmadi murad,mandar maju
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- Hak Guna Usaha

- Hak Guna Bangunan

- Hak Pakai

- Hak Sewa

- Hak Membuka Tanah

- Hak Memungut Hasil Hutan

3. Hak-hak Atas Tanah yang bersifat sementara (pasal 53 UUPA)
- Hak Gadai

- Hak Usaha Bagi Hasil

- flak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian

1. Hak Penguasaan Atas Tanah
Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban,
dan atau larangan bagi pemegang haknya uniuk berbuat sesuatu
mengenai tanah yang di hakinya. Sesuatu yang boleh, wajib atau
dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi bak penguasaan itulah
vang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak
penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Pengertian
penguaszan dapat dipakai dalam arti {isik, juga dalam arti yuridis. juga
beraspek privat dan publik. Penguasaaan dalam arti yuridis adalah
penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada

umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk




menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah
mempergunakan atau mengambil mamfaat dari tanah yang dihaki, tidak
diserahkan kepada pihak lain. Ada juga penguasaan yuridis, yang
biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki
secara fisik, pada kenyataanya penguasaan fisiknya dilakukan oleh
pihak lain, misalnya seseorang yarg memiliki tanah tidak
mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak
lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik
tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah. Ada juga
penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk
menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik.

Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA dan Hukum
Tanah Masional adalah:

1. Hak Bangsa Indonesia atas tanah.

Hak Bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan
atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam
wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan
menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanzah daiam
pasal 1 ayat (1) (3) UUPA.®

2. Hak Menguasai dari Negara atas tanah.

Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada Hak Bangsa

%) Off.cit.Parlindungan.hlm.77
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Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan
pelaksanaan tugas kewenagan bangsa yang mengandung unsur hukum
publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin
dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa Indonesia, maka dalam
penyelenggaraannya, Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan
pengemban amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan

kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan

seluruh rakyai (lihat pasal 2 ayat (1) UUPA).

Isi wewenang hak menguasai dari negara atas tanah sebagaimana
dimuat dalam pasal 2 ayat (2) UUPA, adaiah:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan,
dan  pemeliharaan tanah (pasal 10, 14, 15 UUPA).
b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang atau  badan
hukum  dengan tanah (pasai 7, 16, 17, 53 UUPA).
¢. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau
badan hukum dan perbuatan —perbuatan hukum yang  mengenai  tanah
{pasal Jo PP no.24/1997)°
Hak menguasai dari negara adalah pelimpahan wewenang publik
oleh hak bangsa. Konsekuensinya, kewenangan tersecbut hanya bersifat
publik semata. Tujuan hak menguasai dari negara atas tanah, yatitu untuk
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan,

kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakai dan negara hukurn

Indonesia ~ yang  merdeka, berdaulat, adil dan  makmusr.

®) Ibid.hlm.79
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3. Hak ulayat masyarakat Hukum adat.

Menurut pasal 1 Permen Aggraria/Kepala BPN No. 5/1969 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang
dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan menurut adat yang
dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang
merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil mamfaat
dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi
kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara
lahiriah dan batiniah secara turun femurun dan tidak terputus antara
- masyarakat hukum adat terientu dengan wilayah yang bersangkutan.

Hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih ada apabila
mementhi 3 unsur yaitu:
a.Masih ada suatu kelompok orang yang terikat cieh tatanan hukum

adatnya sebagai warga bersama suatu persekuiuan hukum tertentu
b. Masih adanya wilayah/ianah ulayat tertentu yang inenjadi lingkungan

hidup para warga persekutuan hukum tersebut.
¢. Masih adanya tatanam hukum adai mengenai pengurusan, penguasaan
dan penggunaan tanah ulayat yang beriaku dan ditaati oleh para warga
persekutuan hukum tersebut.
4. Hak persecrangan atas tanah

Hak-hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi

wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang
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secara bersama-sama atau badan hukum) untuk memakai, dalam arti
menguasai, menggunakan , dan atau mengambil mamfaat dari bidang tanah
tertentu.

a. Hak —hak atas tanah.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada
pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari
tanah yang dihakinya ( pasal 16 dan 53 UUPA Jo. PP No 40/1996 tentang
HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah).

b. Wakaf tanah Hak Milik.

Wakaf tanah hak milik adaiah hak penguasaan atas tanah bekas
tanah hak milik, yang oleh pemiliknya dipisahkan dari harta kekayaannya
dan melembagakannya unthk selama-lamanya guna kepentingan
peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam (
pasal 49 ayat (3) UUPA Jo. PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik Jo. Permendagri No. 6/1977 teniang Tata cara Pendaftaran Tanah
Mengenai Perwakafan Tanah Miiik).
c¢. Hak Tanggungan.

ilak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak
atas tanah termasuk atau tidak termasuk benda-benda lain yang merupakan
satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap

kreditor-kreditor lain. Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada Hak
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Milik, HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah Negara ( pasal 25, 33, 39 dan
51 UUPA Jo. UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah).

d. Hak Milik atas satuan rumah susun.

Hak Milik Atas Satuan Tumah susun yaitu hak atas tanah yang
diberikan kepada sekclompok orang secara bersama dengan orang lain.
Pada Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, bidang tanah yang di atasnya
berdiri rumah susun, hak atas tanahnya dimiliki atau dikuvasai secara
bersama-sama oleh seluruh pemilik satuan rumah susun. Hak atas tanah
yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seluruh satuan rumah susun dapat
berupa Hak Milik, [HHGB atau Hak Pakai atas tanah Negara ( pasal 4 ayat (1)

UUPA Jo. UU No. 16/1985 tentang Ruimah Susun).

C. Bentuk Hak-Hak Atas Tanah dan Wewenang yang Dimiliki Oleh

Pemegang Hak Atas Tanzh.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan peraturan

bidang pertanahan, mengandung dua dimensi, yaitu :

a. Hak Publik, yang merupakan kewenangan negara berupa hak
"menguasai" dari negara,
b. Hak perorangan, berupa hak-hak yang dapat dipunyai/ dimiliki

seseorang untuk menjual, menghibahkan, dan lain-lain.
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Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada
sescorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambii
manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak

penggunaan atas tanah.

Hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseorangan atas tanah.
Hak-hak perseorangan atas tanah, adalan hak yang memberikan wewenang
kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara besama-

sama, badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan,
dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu.”
Selanjutnya, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah

terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 {dua) yaitu :

a. Wewenang Umumn

Wewenang yang bersifat umum yaitu peimnegang bak atas tanah
mempunyal wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh
oumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperiukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itv
dalam batas-batas imenurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang
lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA).

b. Wewenang Khusus
Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanzh
mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam

hak atas tanahnya, misalkan wewenang pada tanah hak milik adalah dapat

untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan.

7) Urip santoso. Off.cit. him.84
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Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak
atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas
tanah yang menjadi haknya. Hak-hak atas tanah yang dimaksud ditentukan
dalam pasal 16 jo Pasal 53 UUPA, antara lain:

a. Hak Milik

b. Hak Guna Usaha

c. Hak Guna Bangunan

d. Hak Pakai

e. Hak Sewa

f. Hak Membuka Tanah

g. Hak Memungut Hasil Hutan

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang
diteiapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Pckok Agraria.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan adanya
dua hak yang sebenarnya bukan merupakan hak atas {anah yaitu hak
membuka tanah dan hak memungut hasil hutan karena hak-hak itu tidak
memberi wewenang untuk mempcrgunakan atau mengusahakan tanah
tertentu. Namun kedua hak tersebut tetap dicantumkan dalam Pasal 16
Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hak atas tanah hanya untuk
menyelaraskan sistematikanya dengan sistematika hukum adat. Kedua hak

tersebut merupakan pengejawantahan (manifestasi) dari hak ulayat.




Pasal 16 UUPA tidak menyebutkan hak pengelolaan yang sebetulnya
hak atas tanah karena pemegang hak pengelolaan itu mempunyai hak untuk
mempergunakan tanah yang menjadi haknya. Dalam UUPA, hak-hak atas
tanah dikelompokkan sebagai berikut:

a. Hak atas tanah yang bersifat tetap, terdiri dari :
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa Tanah Bangunan
6. Hak Pengelolaan
b. Hak atas tanah yang bersifat sementara. terdiri daii :
a. Hak gadai,
b. Hak usaha bagi hasil,
c. Hak menumpang,

d. Hak sewa untuk usaha pertanian.®

Hak-hak tersebut bersifat sementara karena pada suatu saat nanti
sifainya akan dihapuskan. Oleh karena dalam prakteknya hak-hak tersebut
menimbulkan pemerasan oleh golongan ekonomi kuat nada golongan
ekonomi lemah (kecuali hak menumpang). Hal ini tentu saja tidak sesuai

dengan asas-asas Hukum Tanah Nasional (Pasal 11 ayat 1). Selain itu, hak-

#)Ibid.Urip santoso.hlm.91



hak tersebut juga bertentangan dengan jiwa dari Pasal 10 yang
menyebutkan bahwa tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan dan
diusahakan sendiri secara aktif oleh orang yang mempunyai hak. Sehingga
apabila tanah tersebut digadaikan maka yang akan mengusahakan tanah
tersebut adalah pemegang hak gadai.

Hak menumpang dimasukkan dalam hak-hak atas tanah dengan
eksistensi yang bersifat sementara dan akan dihapuskan karena UUPA
menganggap hak menumpang mengandung unsur feodal yang bertentangan
dengan asas dari hukum agraria Indonesia. Dalam hak menumpang terdapat
huburgan antara pemiiik tanah dengan orang lain yang menumpang di
tanah si A, sehingga ada hubungan tuan dan budaknya.

Maksud dari pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah
secara paksa oleh negara yang mengakibatkan hak atas tanah itu hapus
tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam
memenuhi kewajiban hukum terientu dari pemilix hak atas tanah tersebut.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak
atas tanah dan benda-benda diaiasnya hanya dilakukan untuk kepentingan
umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama
milik rakyat merupakan wewenang Presiden RI seteiah mendengar
pertimbangan apakah benar kepentingan umum mengharuskan hak atas
tanah itu harus dicabut, pertimbangan ini disampaikan oleh Menteri Dalam

Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta menteri lain yang bersangkutan.
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Setelah Presiden mendengar pertimbangan tersebut, maka Presider akan
mengeluarkan Keputusan Presiden yang didalamnya terdapat besarnya ganti
rugi untuk pemilik tanah yang haknya dicabut . Kemudian jika pemilik
tanah tidak setuju dengan besarnya ganti rugi, maka ia bisa mengajukan

keberatan dengan naik banding pada Pengadilan Tinggi.

D. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Di Indonesia sulit untuk mendapatkan pengaturan yang memadai
atau lengkap mengenai penyeiesaian sengketa melalui alternatif
penyelesaian sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui presedur yang disepakati
olen Para pihak, yakni penyeiesaian di luar pengadiian dengan cara
konsuitasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Sengkela biasanya bermula dari suatv siivasi dimana ada pihak yang
merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali dengan perasaan tidak
puas yang bersifat subjcktif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh
perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul
kepermukaan apabila terjadi conflik interest. Pihak yang merasa dirugikan
akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan apabila

tidak ada titik temu penyelesaian maka ini dikatakan sebagai sengketa yang
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secara garis besar terdapat dua kubu / pihak yang mempunyai pendirian
masing-masing.

Sengketa tanah yang terjadi juga tidak terlepas dari perbedaan tafsir
terhadap hak publik dan hak perorangan yang diatur dalam Undang-Undang
Pokok Agraria. Hak publik antara lain wewenang pemberian sertifikat oleh
Badan Pertanahan Nasional sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan
yang menyangkut hak perorangan dikarenakan proses peralihan hak.
Sengketa tanah yang timbul antara lain terkait dengan warisan, penerbitan
sertifikat, perbuatan hukum peralihan hak atas tanah (jual beli, hibah), dan
pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

Sumber sengketa tanah yang terjadi secara umum dapat dibagi
menjadi 5 (lima) kelompok.

1. Sengketa disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru
2. Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan tentanig sumber daya

agraria
3. Tumpang tindihnya penggunaan tanah
4. Kuealitas sumberdaya manusia dari aparat pelaksana, dan
5. Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah.”

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang
berkepanjangan yang umumnya mengakibatkan kegagalan proses mencapai
kesepakatan dan hal ini berakibat dengan putusnya jalur komuiikasi yang

sehat. Agar terciptanya proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat

yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama

9) Muchsin, 16 Juli 2002, Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegkan Hukumnya,
Makalah Seminar Nasional Pertanahan 2002 "Pembaharuan Agraria", Yogyakarta.hlm.5
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mempcrhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak
untuk di dengar sehingga dapat tercipta titik temu dari penyelesaian
masalah/sengketa.
Ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian
sengketa, yaitu:
1. Kepentingan (intersect)
2. Hak-hak (rights)
3. Status Kekuasaan (power)'o
Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya
tercapai, hak-haknya dipenuhi, dan kekuasaannya diperiihatkan,
dimanfaatkan dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa,
pinak-pihak yang bersengketa Jazimnya akan bersikeras dan bersikukuh
mempertahankan ketiga faktor terschut di atas.
MACAM-MACAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
1. ADR (Aiternative Dispute Resolution)
Latar belakang lahirnya ADR (Alternative Dispute Resolution)
adalab dikarenakan hal-hal scbagai berikut:
1. Mengurangi keraacetan di pengadilan. Banyaknya kasus vang diajukan
ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan  seringkali
berkepanjangan sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering

memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian

]0) Suyud Margono. Juni 2000. ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses
Pelembagaan dan Aspek Hukum,. Jakarta : Graha Indonesia. hal : 35




sengketa.

3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.

4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang
menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan

memuaskan.’

merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padananya dalam
Bahasa Indonesia. Alternative Dispute Resolution (ADR) sering diartikan
sebagai alternative to litigation dan alternative to adjudication. Pilihan
penyeiesaian sengketa melalui cara perundingan atau mediasi ini
mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan menempuh cara
berperkara di depan persidangan yang memakan waktu lama dan biaya
yang tidaklah sedikit disamping itu adanya krisis kepercayaan masyarakat
akan kemadirian lembaga peradilan sehingga orang enggan menyelesaikan
masalah melalui jalur hukum dan oleh karena itu mereka mencari jalur
alternatif penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dengan harapan
dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak tanpa menimbulkan
perpecahan ataupun rasa knrang puas akan hazil dari putusan pengadilan.

2. Mediasi dan perdamaian

ini diterbitkan sebagai salah satu upaya untuk mensosialisasikan
pentingnya pemberdayaan lembaga damai yang seharusnya dimaksimalkan
oleh hakim sebagai penegak hukum dalam perkara perdata yang memiliki
banyak kcuntungan dalam menggunakan atau menempub jalur mediasi

sebagai salah satu alternatif menyelesaikan sengketa di luar proses

"")Ibid. Suyud margono.hlm.35
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peradilan. Keuntungan itu antara lain sengketa yang terjadi antara para
pihak dapat diselesaikan dengan prinsip win-win solution tidak
berkepanjangan, biaya lebih ringan, hubungan baik antara yang bersengketa
tetap dapat dipertahankan dan terhindar dari publikasi berlebihan yang
dapat mempengaruhi "performance” pihak-pihak yang bersengketa Dalam
mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa diluar proses peradilan pada
umumnya, penyelesaian iebih ditekankan pada kebaikan semua pihak.
Pengaturan mengenai Mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal
6 ayat (3) Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30
Tahur: 1999. Keteniuan merngenai mediasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah suatu proses kegiatan
sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak
menurui ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Upaya damai adalah suatu persetujuan dcngan mana kedua belah
pihak dengan menycrahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang
mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah
timbulnya suatu perkara (pasal 1851 KUH Perdata). Mahkamah Agung
mengeiuarkan Surat Edaran (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan Lembaga
Damai yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 130 HIR/ 154 R.Bg.
Diatur pula sebelumnya di dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999

Tentang Arbitrasc dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didalamnya
kita dapat temui sekurang-kurangnya ada enam macam tata cara
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penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu :

1. Konsultasi;
2. Negosiasi:
3. Mediasi;
4. Konsiliasi;
5. Pemberian Pendapat Hukum; dan
6. Arbitrase
3. Negosiasi

melibatkan para pihak yang bersengketa sccara langsung, konsultasi
dan pemberian pendapat hukum dapat dilakukan secara bersamasama antara
para pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan konsultasi
atau pendapat hukum, maupun secara sendiri-sendiri oleh masing-masing
pihak yang bersengketa dengan konsultan atav ahli hukum. Selanjutnya
mediasi dan konscliasi yang melibatkan pihak ketiga yang berperan dan
berfungsi menghubungkan kedua beiah pitak yang bersengketa dimana di
dalam mediasi berfungsi sebagai pihak kctiga yang dibaiasi hanya sebagai
penyambung lidah dari pihak-pihak yang sedang bersengketa.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor i Tahun 2008, pengertian
mediasi yaitu Mediasi ialah penyelesaian sengketa melaui proses
perundingan para pihak dibantu mediaior {pihak yang bersifat netral dan
tidak memihak, yang berfungsi membantu Jpara pihak dalam mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketia. '

Mediasi itu sendiri dalam praktek di masyarakat memiliki 3 (tiga)

jalur penyelesaian yang berbeda satu-sama lain diantaranya melalui mediasi

') Frans hendra winarta,201 1 hukum penyelesaian sengketa(arbitrase
nasional dan internasional) jakarta:sinar grafika, him.7-8

) Ibid.him.16
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adat, mediasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mediasi di

pengadilan.
4. Musyawarah dan mufakat

Bagi bangsa Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari masyarakat
yang majemuk dan beraneka ragam budaya penyelesaian konflik atau
sengketa secara musyawarah mufakat telah membudaya yang hidup dan
dihormati dalam lalu lintas pergaulan sosial, hanva saja pertimbangan
penyelesaian sengketa dalam masyarakat tradisional dengan melalui
musyawarah lebih ditekankan untuk menjaga keharmonisan kelompok dan
kepentingan dari pihak-pihak yang bersengketa

Dengan merujuk pada Perpres No.10 Tahun 2006 Tentang Badan
Pertanahan Nasional {BPN) dalam penyelesaian sengkcta dan konflik
mengenal pertanahan melaiui Keputusan Kepala BPN RI No. 34 Tahun
2007 Tentang Petunjuk leknis (Juknis) Penanganan dan Penyelesaian
Masalah Pertanahan, dalam menjalankan dan meiaksanakau tugas ini Badan
Pertanahan Nasional (BPN) melakukan upaya antara lain melalui mediasi.

Sedangkan dalam penyelesaian perkara di peradilan haius memegang
teguh pada asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan
salah satu bentuk pelaksanaan dari asas-asas peradilan diantaranya adalah
dengan upaya damai cleh hakim yang memeriksa perkara-perkara perdata
yang mana bersifat imperatif dan sudah merupakan tugas penegak hukum

untuk mengusahakan semaksimal mungkin agar para pihak dapat berdamai




29

dalam menyelcsaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka.Adapun
pola umum dari mediator sebagai pihak ketiga di dalam rangxa
menyelesaikan sengketa perdata, mediator tersebut dapat dipilih oleh pihak
yang bersengketa ataupun dapat Pula ditunjuk oleh hakim majelis dalam
perkara yang sedang ditanganinya, mediator ini mempunyai kewajiban
untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna
mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh
para pihak sebagai pendalaman atas kasus apakah Jaya. Berdasarkan dari
informasi yang diperoleh lalu kemudian mediator dapat menentukan duduk
perkara, kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak yang bersengketa
dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian yang kemudian
dikomunikasikan kembali kepada para pihak secara langsung.

Berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah mengubah
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tzahun 2003, yang mewajibkan
penyelesaian perkara perdata terlebih dahulu ditempuh dengan melalui
upaya perdamaian jika tidak ditempuh dengan jalur mmediasi maka putusan
bakim batal demi hukum, sebab berdasarkan Peraturan, ini merupakan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan aiau Pasal 154 Rbg.
Begitu pula daiam pertimbangan putusan nerkara Hakim wajib
menyebutkan  bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan
perdamaian melaiui mediasi dengan menyebutkan nama mediator uniuk
perkara vang bersangkutan. '

Atas kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan

dengan dibantu pikak ketiga, bantuan seseorang, penasehat ahli (mediator)

yang bersifat netral dan tidak memihak yang berkewajiban untuk

" YIbid.hlm 19-20




melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan
kemauan para pihak. Mediasi di sarankan cleh Pengadilan melalui Majelis
Hakim setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator di antara
para mediator yang oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar
Pengadilan.

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor
01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak
untuk mengerti secara konperhensip mengenai mediasi, perlu dipahami
tentang tiga aspek dari mediasi :

1. Aspek urgensi / motivasi :

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang
berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses
pengadilan. Apabiia ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi
masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah
mufzkat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara
pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara
biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan
sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang
dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang
mempertemukan. Maka mediasi meirupakan sarana untuk mempertemukan
pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih

mediator untuk menfilter persoalanpersoalan agar menjadi jernih dan pihak-
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pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian
antara mereka.
2. Aspek prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor
01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak
untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila
tidak menempuh prosedur mediasi menurut Perma ini merupakan
pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang
mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang
masuk ke pengadilan tingkat pertama fidak mungkin melewatkan acara
mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

3. Aspek substansi :

Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus
dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi
mediasi adalahk proses yang harus dijalani secara sunggguh-sungguh untuk
mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk
meiaksanakan mediasi scbelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya
sekadar untuk memenuhi syarat legalitas formel, tetapi merupakan upava
yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk
mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang
perperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri.

Bukan kepentingan Pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan
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mediator. Sehingga dengan deinikiaan segala biaya yang timbul karena
proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara. Di masa
depan, pengadilan diharapkan bisa menjadi filter dari persoalan-persoalan
dan pertikaian yang terjadi di dalam masyarakat sehingga masyarakat
menjadi tenteram dan damai, bukan malah memunculkan masalah-masalah
baru yang pada gilirannya akan mengganggu proses pembangunan pada
umumnya. Apabila masyarakat selalu berada di dalam kondisi konflik,
maka secara psikologis kehidupan berbangsa akan menjadi terganggu yang
pada gilirannya akan memacetkan rencana pemberdayaan perckonomian
masyarakat

Di masa depan, pengadilan diharapkan bisa menjadi filter dari
persoalan-persoalan dan pertikaian yang terjadi di dalam masyarakat
schingga masyarakat menjadi tenieram dan damai, bukan malah
memunculkan  masalah-masalah  baru  yang pada gilirannya akan

mengganggu proses peinbangunan pada umumnya.




BAB III

PEMBAHASAN

A.Upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan PT.

GUTHRIE PICONINA INDONESIA (GP]I) oleh kantor pertanahan

kota Sekayu

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang
merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali dengan perasaan tidak
puas yang bersifat subjekfif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh
perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul
kepermukaan apabila terjadi conflik interest. Pihak yang merasa dirugikan
akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan apabila
tidak ada titik temu penyeiesaian maka ini dikatakan sebagai sengketa yang
secara garis besar terdapat dua kubu / pihak yang mempunyai pendirian
iasing-masing.

Sengketa tanah yang terjadi juga tidak terlepas dari perbedaan iafsir
terhadap hak publik dan hak perorangan yang diatur dalam Undang-Undang
Pokok Agraria. Hak publik antara lain wewenang pemberian sertifikat oleh
Badan Pertanahan Nasional sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan

yang menyangkut hak perorangar dikarenakan proses peralihan hak.

Sengketa tanah yang timbul antara lain terkait dengan warisan,
penerbitan sertifikat, perbuatan hukum peralihan hak atas tanah (jual beli,
hibah), dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Sengketa tanah
yang terjadi juga tidak terlepas dari perbedaan tafsir terhadap hak publik
dan hak perorangan yang diator dalam Undang-Undang Pokck Agraria.

Hak publik antara lain wewenang pemberian sertifikat oleh Badan
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Pertanahan Nasional, sedangkan yang menyangkut hak perorangan dalam

proses peralihan haknya.

Sebagai gambaran, pada saat Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi
dan bisnis properti terpuruk, maka kasus-kasus yang timbul dan sering
mencuat ke permukaan adalah berkaitan dengan tanah baik itu mengenai
penggusuran tanah untuk keperluan pembangunan, perumahan maupun
industri yang didominasi oleh pihak-pihak vang kuat terhadap pihak-pihak

yang lemah ekonominya.

Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan
konflik individu antar sesama terlebih dalam hal kepentingan masing-
masing yang berbeda, hal-hal inilah yang menimbulkan dan mendatangkan
dampak baik itu secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomis,
sengketa tanah yang timbul telah memaksa pihak-pihak yang saling terlibat
unfuk mengeluarkan biaya dimana semnakin lama proses penyelesaian
sengketa/konflik ini maka semakin besar pula biaya yang hams dikeluarkan.
Dalam hal ini dampak kelanjutan vang beipotensi terjadi adalah penurunan
produktifitas kerja atau usaha disebabkan karena selama sengketa
berlangsung, pihak-pihak yang bersengketa hams mencurahkan tenaga dan

pikiran dan meluangkan waktunya secara khusus.

Disatu sisi dalam :nasyarakat yang pluralisme yang mempunyai
berbagai macam budaya adat dan istiadat di Indonesia, mereka yang masih
memegang teguh dan mempercayai kebiasaan dari warisan nenek
moyang/leluhur mereka dalam bersosialisasi atau bermasyarakat dan amat
begitu kokoh dan penuh dengan kekeluargaan yang tinggi antara sesamanya
sehingga dalam melakukan segala ha! mengenai jual beii mereka masih
menggunakan sistem tukar-menukar hasil tanah atau hasil kebun (barter)

hal ini masih melekat disebagian kecil masyarakat kita di daerah pedalaman
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dan hal ini pula yang sebagian besar terjadi di dalam masyarakat kita dalam
jual beli tanah yang masih menggunakan surat bukti atas hasil dari transaksi

jual beli tanah dari si pemilik tanah dengan si pembeli tanah yang biasa

disebut dengan segel.

Segel atau surat bukti jual beli dari penjual ke pembeli tanah tersebut
masih merupakan suatu tanda sahnya jual beli di antara pars pihak yang
berkepentingan tetapi surat bukti ini tidak mempunyai kekuatan hukum
yang kuat jika tidak diterbitkan sertifikat tanah yang merupakan bentuk dari
surat kepemilikan resmi dari pemerintah babwa tanah tersebut telah

tercanfum dan terdaftar di kantor pertanahan setempat dimana letak tanah

itu berada.

Hal ini yang sering menimbulkan konflik di masyarakat kita di
Indonesia bahwa tanah yang mereka miiiki dari pembelian mereka atas
tanah tersebut ternyata diserobot oleh pihak lain yang juga mempunyai
kepentingan di atas tapah itu, akibatnya timbullah konilik/ sengkeia tanah
mengenal perebutan status kepemilikan vang sah atas tanah terscbut dan hal
ini amat sangat memprihatinkan di kalangan masyarakat kita, karena masih
minimnya pengetahuan masyvarakat Indonesia akan pentingnya pendaftaran
tanah yang mereka miliki agar dapat terhindar ataupun dapat mengurangi

resiko tumpang tindih kepemilikan atas tanah yang sama.

Untuk menghindari sengkeia suatu peraiihan hak atas tanah dalam hal

Jjual beli haruslah dipenuhi syarai formil dan cyarat materiil yaitu :

1. Syarat Formil harus ditempuh sesuai dengan prosedur dan syarat
yang ditetapkan yaitu dibuat oleh/ dihadapan PPAT sebagai pejabat
umum yang ditunjuk dan juga hams diperuhi pula syarat

administrasi lainnya seperti diserahkannya sertifikat asli bagi yang



sudah bersertifikat ataupun bukti lain seperti segel dan surat bukti

lainnya.
2. Syarat Materiil :

a. Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya

b. Pembeli adalah orang vang berhak untuk membeli hak atas tanah

yang akan dibelinya.

¢. Tanah yang akan dijual (boleh diperjual belikan dan tidak dalam

keadaan sengketa)

Nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat subjektif dan nomor 3 sebagai
syarat objektif. Penyelesaian sengketa/konflik yang terjadi dalam bidang
perdata, yang pada umumnya ditempuk adalah melalui jalur peradilan
umum sesuai dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum yang disebutkan baiiwa kewenangan dari peradilan umum sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

1. Pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana
kekuatan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
2. Pasal 6 Pengadilan terdiri dari :
- Pengadilan Negeri vang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
- Pengadilan Tinggi yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding
3. Pasal 50, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara piduna dan perkara perdata di
tingkat pertama.

4. Pasal 51 :
- Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara

pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
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- Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di
tingkat pertama dan terakhir sen%keta kewenangan antar
pengadilan negeri di daerah hukumnya."

Berdasarkan keterangan dari staf kantor pertanahan kota Sekayu,
yang menjadi faktor penyebab sengketa tersebut adalah:

a. Adanya pembebasan lahan yang tidak jelas kepemilikannya

b. pada saat pembebasan tanah terjadi kesaiahan ganti rugi terhadap
orang yang bukan pemiliknya (tanah tidak dikuasai oleh pemiliknya)

c. janji perusahaan untuk membuatkan kebun plasma yang tidak
direalisasikan / realisasi kebun plasma kurang dari yang telah

disepakati secbelumnya

d. tanah yang diterlantarkan oleh pemiliknya sehingga pada saat

pembebasan tidak ada ditempat

e.pengurusan lahan masyarakat yang proses ganti ruginya belum

tercapai kescpakatan antara perusahaan dan masyarakat pemilik

lahan .'°

Ini merupakan suatu jalan tempuh penyelesaian melafui jalur litigasi
yang memakan waktu yang panjang dan lama disamping itu juga memakan
biaya yang banyak dan ini merupakan hambatan bagi para pihak yang ingin
mencari keadilan, terlebih bagi masyarakai yang berada pada golongan

ekonomi menengah ke bawah yang tidak mampu membayar biaya perkara.

%) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
'® ywawancara dengan bapak syafrullah, ketua bagian perkara tanah kantor pertanahan

kota sekayu , tanggal 24 maret 2015
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Maka hendaknya sengketa-sengketa pertanahan yang terjadi diselesaikan
secara komprehensif dan terintegral dengan lebih mengedepankan prinsip
win-win solution melalui jalur non-litigasi.

Begitu pula dalam penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah
mufakat yang lebih dikenal dan telah berakar di dalam masyarakat
Indonesia sebagai bentuk penyelesaian yang telah hidup dan dihormati
dalam pergaulan antar sosial, pertimbangan penyelesaian sengketa dalam
masyarakat tradisional melalui musyawarah dan mufakat lebih ditekankan
kepada untuk menjaga keharmonisan kelompok atau persatuan dan
Kesatuan bangsa, penyelesaian sengketa iri memiliki ragam bentuk
misalkan mediasi atau arbitrase, mediasi dipandang lebih efektif sebagai
alternatif penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak.

Penyelesaian sengketa melaui ADR secaia implisit dimuat dalam
Perpres Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahanr Nasional (BPN)
dalam struktur organisasi BPN dibentuk satu kedeputian, yzkni Deputi
Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanaban dan
BPN telah meneibitkan Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian
Masalah Pcrtanahan melalui Keputusan Kepala BPN RI No. 34 Tahun 2007
dan dalam menjalankan tugas tersebut BPN melakukan upaya antara lain
melalui mediasi setelah berlakunya Perpres Nomor 10 Tahun 2006.

Pada era baru yang dikatakan sebagai zaman reformasi layaknya saat

ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, dalam arti



perkembangan di masyarakat yang semakin lama semakin maju, perubahan
perubahan di atas baik itu di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik
serta hukum khususnya dalam bidang investasi. Imbas dari adanya
perkembangan dalam bidang hukum berdampak pula pada makin
meningkatnya kesadaran hukum dimasyarakat dalam berinteraksi antar
sesama.

Kesadaran ini lah yang melahirkan adanya suatu proses hukum yang
dilakukan oleh masyarakat jika terjadi sengketa dengan menggunakan
mediasi untuk menyelesaikan permasalahan agar dapat mencapai suatu
kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan melalui
jalur perundingan. Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa
kemudian digunakan istilah Dispute Resolution (DR) atau mekanisme
Penyelesaian Sengketa (MPS) pada Undang-Unrdang Nomor 36 Tahun 1959
tentang tata cara penyelesaian sengketa melalui ADR yakni sebagai
lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui predur
yang disepakati para pihak dengan penyelesaian diluar pengadilan salah
satunya dengan cara med:iasi.

Latar belakang adanya proses mediasi ialah dengan penyelesaian diluar
pengadilan masyarakat dapat lebih cepat ketimbang dengan berperkara di
pengadilan yang memakan waktu yang lama, selain itu biaya yang mahal
dapat ditekan, selain itu terkadang putusan di pengadilan tidak

menyelesaikan perkara.
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Tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang
bersengketa ke arah penyelesaian masalah dimana putusan pengadiian
bukan sebagai pemberi sclusi yang terbaik di antara para pihak yang
bersengketa karena menimbulkan pemenang disatu sisi dan pihak yang
kalah di sisi lainnya. Sehingga bukan kedamaian dan ketenteraman yang

timbul, tetapi malah menimbulkan kebencian.

Upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan kota sekayu dalam
menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dengan PT.GPI adalah:

a. Melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan dilapangan
terhadap surat tuntutan dari masyarakat

b. Memanggil para pihak yang berseugketa

c. Mengadakan musyawarah antara para pihak yang bersengketa
untuk mendapatkan solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa

tersebut.!”

Terhadap tuntutan masy=zrakat dalain sengketa dengan P1.GPI telah
diadakan pengukuran ulang cleh tim Badan Pertanahan Nasional (BPN)
kota sekayu dan hasil akhir penyelesaiannya mengacu pada isi perjanjian
tanggal 3 juni 2005 antara PT.GPI dengan masyarakat yang dalam hal ini
diwakili oleh Hj.Nur’aini makruf dan H.Anwar mereka menuntut agar

dibuatkan kebun plasma dan menuntut ganti rugi vang telah discpakati.'®

'7) wawancara dengan bapak syafrullah, ketua bagian perkara tanah kantor pertanahan

kota sekalyu , tanggal 24 maret 2015
%) wawancara dengan bapak syafrullah, ketua bagian perkara tanah kantor pertanahan

kota sekayu , tanggal 24 maret 2015
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B. Faktor hambatan penyelcsaian sengketa tanah antara masyarakat

dengan PT. GUTHRIE PICONINA INDONESIA (GPI) oleh kantor

pertanahan kota Sekayun

Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat di Indonesia. Mengapa? Fakta pertama yang dapat diajukan
sebagai pendukung kebenaran pernyataan tersebut adalah banyaknya
masyarakat yang menggantungkan penghidupan sehari-harinya pada tanah,
baik untvk bertari, berkebun, mavpun usaha-usaha laibnya dengan
memanfaatkan tanah yang dimiliki. Fakta kedua, cukup banyak puia orang
yang menggantungkan nasib hari depannya bahkan sampai kehidupan anak
cucunya dengan menjadikan tanah sebagai aset investasi. Alasannya
sederhana yaitu harga tanah akan terus melambung akibat meningkainya
kebutuhan terhadap ketersediaan tanah, sementara luasan tanah yang

tersedia tidak pernai bertambah.

Masih banyak fakta-fakta lain yang menunjukkan betapa strategisnva
peran tanah bagi kchidupan manusia. Akibat perannya yang penting
tersebut, tidak jarang nyawa plun sering kali dipertaruhkan demi
mempertahankan / mendapatkan hak milik atas tanah. Hanya saja sangat
disayangkan bahwa tingginya keberanian untuk mempertahankan /
mendapatkan hak milik atas tanzh tersebut tidak sebanding cengan
rendahnya kesadaran untuk melakukan pendaftaran tanah di Kantor
Pertanahan setempat. Keadaan demikianlah yang pada akhirnya menjadi

salah satu pemicu timbulnya sengketa/konflik terkait kepemilikain hak atas

tanah.
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Adapun tujuan dari adanya pendaftaran tanah, yaitu :

« Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas suatu
bidang, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar.
« Menyediakan informasi atas suatu bidang, satuan rumah susun, dan

hak-hak lain yang terdaftar.

« Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah,
memerlukan perangkat hukum yang teriulis, lengkap, jelas dan
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentvan-
ketentuan yang berlaku. Rerdasarkan dari penjelasan diatas dapat dikatakan
bahwa tanah merupakan hal utama dalam kehidupan manusia, hal ini akan
memicu terjadinya perebutan tanah atau lahan dalam memenuhi kebutuhan
hidup baik individu maupun berkelompok.

Kita sering dibingungkan dengan istilah “masalah™ disamping istilah
“sengketa”. Suatu masalah dapat bersifai teknis semata-mata yang
penyelesaiannya cukup berupa petunjuk-petunjuk teknis atau instruksi dinas
yang biasanya merupakan cara peineczhan apabila sesuatu aparat pelaksana
menemukan kesulitan teknis peraturan. Akan tetapi apabila yang
mengajukan usul tersebut seorang warga masyarakat yang merasa dirugikan
oleh karena suatu penctapan seorang pejabat, misalnya : seorang pemohon
hak milik ternyata hanya dikabulkan dengan hak guna bangunan atau hak

lain, maka ini adalah tugas pelayanan masyarakat yang merupakan fungsi
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penyelesaian sengketa hukum atau masalah hak-hak atas tanah. Secara
objektif subtansi masalah pertanahan berpangkal atau bertitik tolak pada
ketidak serasian pandangan terhadap dua faktor, yaitu faktor manusia dan
faktor tanah.

Menurut pasal 19 ayat (2) UUPA kegiatan pendaftaran tanah yang
dilakukan oleh pemerintah, meliputi:

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat."

Pemerintah wajib mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran
tanah yang ada di republik indonesia agar masyarakat mendapatkan:

1. kepastian hak atas tanah,artinya dengan didaiiarkan hak atas
tanahnya akan diketahui status hakuya, apakah status tanahnya iiu
hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan
sebagainya.

2. kepastian subjek haknya, artinya dengan didaftarkan hak atas

tanahnya akan  diketahui siapakah yang menjadi pemiliknya.

Kepastian tentang objek haknya sangat diperlukan, karena perbuatan

') urip santoso. Off.cit. hlm.305
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mengenai tanah tersebut pada asasnya hanya menimbulkan akibat
yang dikehendaki jika dilakukan oleh pemiliknya sendiri

3. kepastian objek haknya, artinya dengan didaftarkan hak atas
tanahnya akan diketahui dengan pasti dimana letaknya, luas dan
batas-batasnya. Pendaftaran tanah untuk untuk pertama kali
dilakukun melalui pendaftaran secara sistematik dan pendaftaran

tanah secara sporadik.

Kewajiban bagi pemegang Hak Guna Usaha untiik mendaftarkan

tanahnya diatur dalam pasal 32 UUPA, yaitu:

1) Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian
juga setiap peralihan dan penghapusan tersebut, harus didaftarkan
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

2) Pendatftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan aiat pembuktian
yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya Hak Guna Usaha,
kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.*

Badan Fertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga
pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan dan mengeimbangkan
adminisirasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian
masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan
BPN. Penyeiesaian sengketa tanah melaiui mediasi olen BPN perlu
dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Hal ini penting sebagai landasan BPN uniuk mediator
didalam penyelesaian sengketa pertanahan, karena pertanahan dikuasai oleh
aspek hukum publik dan hukum privat maka tidak semua sengketa
pertanahan dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi, hanya sengketa
pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya dari pemegang hak saja
yang dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi. Oleh karena itu

kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan

%% ibid.,hIm.279
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pembatasan-pembatasan hal ini dimaksudkan agar putusan mediasi tersebut

tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif dilapangan.

Penyelesaian sengketa tanah mencakup baik penanganan masalah
pertanahan oleh BPN sendiri maupun penanganan tindak lanjut
penyelesaian masalah oleh lembaga lain. Berkait dengan masalah
pertanahan yang diajukan, BPN mempunyai kewenangan atas prakarsanya
sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud. Dasar hukum
kewenangan BPN sebagaimana telah dikemukakan secara cksplisit,
tercantum dalam Kepotusan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja BPN.

Untuk mengetahui kasus posisinya tersebut perlu dilakukan
penelitian dan pengkajian secara yuridis, fisik, maupun administrasi.
Putusan penyelesaian sengketa atav masalah tanah merupakan hasil
pengujian dari kebenaran fakta objek yang disengketakan. Output-nya
adalah suatu rumusan penyelesaian masalah berdasarkan aspek benar atau

saiah.

Dalam rangka penyelcsaian masalah sengketa tersebut untuk
memberikan perlakuan yang seimbang kepada para pihak diberikan
kesempatan secara transparan untuk mengajukan pendapatnya mengenai
permasalahan tersebut. Di sainping itu, dalam kasus-kasus tertentu epada
mereka dapat diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri rumusan
penyelesaian masalahnya. Dalam hal ini BPN hanya menindaklanjuti
pelaksanaan putusan secara administratif sebagai rumusan penyelesaian
masalah yang telah mereka sepakati. Berdasarkan kewenangan
penyelesaian masalah dengan cara mediasi itu dapat memberikan pengaruh
terhadap putusan penyelesaian masalah sehingga disamping dapat

mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sekaligus juga dalam rangka
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kepastian dan perlindungan hukum, dengan demikian mediasi oleh BPN

bersifat autoritatif.

Penyelesaian sengketa pertanahan termasuk melalui mediasi oleh
Badan Pertanahan Nasional perlu dilandasi dengan kewenangan-
kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini
penting sebagai landasan BPN untuk menjadi mediator di dalam
penyelesaian sengketa pertanahan, oleh karena pertanahan dikuasai aspek
hukum publik dan hukum privat, tidak semua sengketa pertanahan dapat

diselesaikan melalui lembaga mediasi.

Hanya sengketa pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya
dari pemegang hak yang dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi. Oleh
karera itu, kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui
mediasi dilakukan pembatasan-pembatasan. Hal ini dimaksudkan agar
putusan mediasi tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan
sccara efektif di lapangan. Apabila adanya penyelesaian pasti dengan
sendirinya ada permasalahan yang harus disclesaikan, kasus tersebut
bersumber pada sengketa perdata yang berhubungan dengan masalah tanah,
dan dalam sengketa tersebut menyangkut pihak-pihak yaitu pihak
penggugat dan: pihak tergugat. Dalam masalah sengketa tanah seperti
nalnya dengan masalah sengketa perdata lainnya, umumnya terdapat
seorang individu vang merasa haknya di rugikan atan dilanggar oleh
seorang individu lainnya. Pada umumnya prosedur penyelesaian sengketa
tanah melalui lembaga mediasi ini dilakukan cleh kedua belah pihak yang

bersengketa yaitu dengan jalan menunjuk BPN sebagai seorang mediator

dan disaksikan oleh saksi-saksi.

Sengketa Pertanahan secara substantif dapat dikelompokan sebagai

berikut :
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A. Sengketa Hukum yaitu sengketa yang berkaitan dengan status hukum:
Subyeknya - Perbedaan pandangan atau penilaian tentang pihak atau
orang yang berhak atas suatu bidang tanah {data yuridis tanah - alas hak).
Objeknya - Perbedaan pandangan atau pernilaian tentang status tanah,
status hak atas tanah, letak lokasinya, batas-batasnya (data fisik tanah) :

1) Sengketa Kepentingan yaitu yang berkaitan dengan perbedaan

kepentingan.

2) Adanya perbedaan kebutuhan yang di upayakan untuk di wujudkan
(bukan keinginan). Adanya perbedaan akses dan kemampuan untuk

mewujudkan kebutuhan.
B.Sengketa penafsiran yaitu yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran:

1) Domein hukum dari zuatu perilaku;
2) Konsekuensi hukum beserta akibatnya yang terjadi Sumber
Sengketa pcrtanahan dapat dibedakan:
a. Tindakan Melawan Hukum, seperti:
1) Penyerobotan atau pendudukan tanah vang di punyai orang
lain.
2) Pemindahan patok-patok tanda batas tanah.
3) Penyalahgunaan dokumen surat tanah atau Keputusan

Hukum tertentu untuk menguasai tanah orang lain.

b. Keputusan Tata Usaha Negara seperti:

1) Pengesahan berita acara pengumpulan dan pemeriksaan data

fisik yang belum di sepakati.

2) Pembukuan data juridis/fisik dalam buku tanah yang belum

mempunyai kepastian hokum.
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3) Penerbitan sertifikat yang data juridisnya (subjek haknya)
belum pasti.
4) Surat keputusan Pemberian Hak/ijin pengadaan tanah.

c. Kebijaksanaan perundang-undangan negara
1) Pemberian akses yang tidak sama pada semua kelompok
2) Penekanan pada persaingan dalam perolehan hak atas tanah
3) Pembiaran terhadap penelantaran tanah
4) Pemarjinalan Hak Ulayat masyarakat adat
5) Pematisurian Land Refcrm vang mengakibatkan kesenjangan dan

kemiskinan

yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah antara
masyarakat dengan PT. GUTHRIE PICONINA INDONESIA (GPT) adalah:

a. Legalitas kepemilikan lahan masyarakat yang kurang jelas

b. Keadaan tanah yang dilaporkan tidak sesuai antara yang dituntut
dengan Kkenyataan yang ada dilapangan (luas maupun batas-
batasnya )

¢. Tuntutan tanpa adanya bukti-bukti kepemilikan yang jelas

d. Perbedaan tuntutan dari masyarakat (ada yang minia ganti rugi
dan minta dibuatkan kebun plasma)

e. Pihak perusahaan sangat sulit untuk mengakemodir tuntutan
masyarakat (karecna biasanya mereka memilih menempuh jalur
hukum)

f. Adanya pengaruh pihak ketiga yang tidak mengerti duduk

permasalahannya.21

2y wawancara dengan bapak syafrullah, ketua bagian perkara tanah kantor pertanahan
kota sekayu , tanggal 24 maret 2015
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BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran

sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan
PT.GUTHRIE PICONINA INDONESIA (GPI) oleh kantor
pertanahan kota Sekayu, upaya yang dilakukan olehk kantor

pertanahan kota sekayu dalam menyelesaikan sengketa tanah

antara  masyarakat dengan PT.GUTHRIE PICONINA
INDONESIA (GPI) adalah:
a. Melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan
dilapangan terhadap surai tuntutan dari masyarakat
b. Memanggil para pihak yang bersengketa
c. Mengadakan musyawarah antara para pihak yang

versengketa untuk mendapatkar solusi terbaik untuk

menyelesaikan sengketa tersebut.

2. Faktor hambatan penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat
dengan PT.GUTHRIE PICONINA INDONESIA(GPI) oleh

kantor pertanahan kota sekayu adalah:

a.
b.

Legalitas kepemilikan lahan masyarakat yang kurang jelas
Keadaan tanah yang dilaporkan tidak sesuai antara yang
dituntut dengan kenyataan yang ada dilapangan (luas
maupun batas-batasnya )

Tuntutan tanpa adanya bukti-bukti kepemilikan yang jelas



50

d. Perbedaan tuntutan dari masyarakat (ada yang minta ganti
rugi dan minta dibuatkan kebun plasma)

e. Pihak perusahaan sangat sulit untuk mengakomodir
tuntutan masyarakat (karena biasanya mereka memilih
menempuh jalur hukum)

f. Adanya pengaruh pihak ketiga yang tidak mengerti duduk

permasalahannya

B. Saran- Saran
1. Kiranya agar parapengusaha dan para pendiri Perseroan Terbatas

(PT) dapat mendaftarkan Hak Guna Usahanya sesuai dengan
Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan
sehingga dikemudian hari tidak akan teriadi tumpang tindihnya
hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat

2. Kiranya Badan Pertanahan Nasionai memberikan Hak Guna
Usaha berdasarkan penelitian yang cermat. Serta dapat
mengambil langkah yang biiaksana dalam menyelesaikan

sengketa yang ada di kabupaten Musi Banyuasin (MUBA).
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2.Apakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa antara
masyarakat dengan PT.GUTHRIE PICONINA INDONESIA (GPI)?

3.Apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat?

4.Apa yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah antara

masyarakat dengan PT. GUTHRIE PICONINA INDONESIA (GPI) ?
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]. Berapa luas tanah yang di kuasai oleh PT.GUTHRIE PICONINA
INDONESIA (GPI) berdasarkan Hak Guna Usaha?

- Berdasarkan Hak Guna Usaha ( HGU) luas iahan yang dikuasai
adalah 10.139,91 Ha

2.Apakah faktor yang menjadi penyebeb terjadinya sengketa antara
masyarakat dengan PT.GUTHRIE PICONINA INDONESIA (GPI)?
a. Adanya pembebasan lahan yang tidak jelas kepemilikannya
b. pada saat pembebasan tanah terjadi kesalahan ganti rugi terhadap
orang yang bukan pemiliknya (tanah tidak dikuasai oleh pemiliknya)
c. janji perusahaan untuk membuatkan kebun plasma yang tidak
direalisasikan / realisasi kebun plasma kurang dari yang telah
disepakati sebelumnya
d. tanah yang diterlantarkan oleh pemiliknya sehingga pada saat
pembebasan tidak ada ditempat
e.pengurusan lahan masyarakat yang proses ganti ruginya belum
tercapai kesepakatan antara perusahaan dan masvarakat pemilik
iahan .

3.Apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat?

Tuntutan masyarakat adalah minta ganti rugi dan kebun plasma atas
lahan usaha yang digarap PT.GPI sebesar Rp.5.000.000/ sertifikat atau
sebagai plasma terhadap lahan yang dituntut

4.Apa yang menjadi hainbatan dalam penyelesaian sengketa tanah antara
masyarakat dengan PT. GUTHRIE PICONINA INDONESIA (GPI) ?

Legalitas kepemilikan lahan masyarakat yang kurang jelas

b. Keadaan tanah yang dilaporkan tidak sesuai antara yang dituntut
dengan kenyataan yang ada dilapangan (luas maupun batas-
batasnya )

¢. Tuntutan tanpa adanya bukti-bukti kepemiiikan yang jelas

d. Perbedaan tuntutan dari masyarakat (ada yang minta ganti rugi
dan minta dibuatkan kebun plasma)

e. Pihak perusahaan sangat sulit untuk mengakomodir tuntutan
masyarakat (karena biasanya mereka memilih menempuh jalur
hukum)

f. Adanya pengaruh pihak ketiga yang tidak mengerti duduk

permasalahannya

o




5.Bagaimanakah upaya penelesaian sengketa terhadap sengketa tanah
antara masyarakat dengan PT.GUTHRIE PICONINA INDONESIA (GPI)?

a. Melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan dilapangan
terhadap surat tuntutan dari masyarakat

b. Memanggil para pihak yang bersengketa

c. Mengadakan musyawarah antara para pihak yang bersengketa
untuk mendapatkan solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa
tersebut.
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